
Universitas Indonesia Library >> UI - Tesis Membership
 
Kerjasama Antara Notaris dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
Dalam Rangka Pembuatan Akta Autentik (Analisis Pembuatan Akta
PPAT Di Hadapan Notaris X) = Cooperation between Notaries and
Land Deed Making Officials (PPAT) in the framework of Making
Authentic Deeds (Analysis of Making PPAT Deed Before Notary X)
Nurul Farahzita, author
Deskripsi Lengkap: https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920518369&lokasi=lokal 
------------------------------------------------------------------------------------------
Abstrak
 

Notaris ataupun Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) selaku pejabat umum, keduanya berwenang

mengeluarkan akta autentik tetapi dengan jenis yang berbeda. Untuk dapat suatu akta dikatakan sebagai akta

autentik, maka harus memenuhi persyaratan dari verlijden, yang diartikan sebagai serangkaian tindakan-

tindakan yang dilakukan oleh notaris atau PPAT, saksi-saksi dan para penghadap, sehingga merupakan suatu

proses, yang dimulai dengan penyusunan akta oleh notaris atau PPAT, kemudian dibacakan oleh notaris atau

PPAT kepada para penghadap dan saksi-saksi,dan akhirnya ditanda tangani oleh para penghadap, saksi-

saksi, dan notaris atau PPAT. Berdasarkan uraian diatas, terdapat 2 (dua) rumusan masalah dalam penelitian

ini yaitu pertama, meneliti bentuk penerapan asas verlijden pada pembuatan akta PPAT, dan kedua upaya

yang dapat dilakukan agar Notaris dan PPAT dapat saling bekerjasama tanpa melanggar peraturan yang

berlaku. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan

tipologi penelitian eksplanatori analitis. Hasil analisa dari penelitian yaitu pasal 22 Peraturan Pemerintah

Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang menyatakan bahwa

Untuk pemenuhan sifat autentik dari akta yaitu pembacaan akta dilakukan sendiri oleh PPAT,

Penandatanganan para pihak, saksi dan oleh PPAT, dilakukan segera setelah pembacaan akta dimaksud.

Sehingga terdapat rangkaian perbuatan yang harus dilaksanakan secara berurutan oleh PPAT dalam

membuat akta sebagai bentuk penerapan atas asas Verlijden dan sesuai dengan yang ada dalam peraturan

Pasal 22 PP 37 Tahun 1998 dan berkaitan dengan kerjasama antara Notaris dan dengan tetap menjaga

kerahasiaan dan tidak menyalahi peraturan perundang-undangan dan kode etik.

......Notaries or Land Deed Making Officials (PPAT) as public officials, both have the authority to issue

authentic deeds but with different types. For a deed to be said to be an authentic deed, it must meet the

requirements of verification, which is defined as a series of actions taken by a notary or PPAT, witnesses

and witnesses, so that it is a process, which begins with the preparation of a deed by a notary or PPAT, then

read by a notary or PPAT to the appearers and witnesses, and finally signed by the appearers, witnesses, and

the notary or PPAT. Based on the description above, there are 2 (two) problem formulations in this study,

namely first, examining the form of application of the Verlijden principle in making PPAT deeds, and

secondly efforts that can be made so that Notaries and PPATs can cooperate with each other without

violating applicable regulations. To answer this problem, a juridical-normative research method with a

typology of explanatory-analytical research is used. The results of the analysis of the research are Article 22

of Government Regulation Number 37 of 1998 concerning the Regulation of the Position of Land Deed

Officials which states that for the fulfillment of the authentic nature of the deed, namely the reading of the

deed is carried out by PPAT itself, the signing of the parties, witnesses and by PPAT, is carried out

immediately after the reading the deed in question. So that there is a series of actions that must be carried
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out sequentially by PPAT in making a deed as a form of application of the Verlijden principle and in

accordance with the provisions of Article 22 PP 37 of 1998 and relating to cooperation between Notaries

and while maintaining confidentiality and not violating the laws and regulations. invitation and code of

ethics.


